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ABSTRACK 

 

Criminal policies implemented to address cases of religious blasphemy through social 

media in Indonesia. The increasing phenomenon of religious blasphemy cases in the 

digital realm demands special attention to effective law enforcement strategies that 

align with the religious values of the community. In-depth analysis of criminal policies 

includes evaluating the effectiveness of punishment implementation, comparing 

resolved and unresolved cases, and identifying obstacles in case handling. This research 

will provide concrete recommendations for policy improvements that can enhance the 

effectiveness of law enforcement against religious blasphemy in social media. The 

research methodology encompasses normative legal analysis and empirical studies, 

focusing on relevant legislation and policy implementation by law enforcement 

agencies. Through this approach, the research explores the effectiveness of penalties 

imposed on perpetrators of religious blasphemy and assesses the extent to which 

existing policies can address the dynamics and complexities of social media. 

Keywords : Criminal Policies, Media Social, Religious Blasphemy. 
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ABSTRAK 

Kebijakan kriminal yang diterapkan untuk menanggapi kasus tindak pidana penistaan 

agama melalui media sosial di Indonesia. Fenomena peningkatan kasus penistaan agama 

dalam ranah digital menuntut perhatian khusus terhadap strategi penegakan hukum yang 

efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Analisis mendalam 

terhadap kebijakan kriminal mencakup evaluasi efektivitas implementasi hukuman, 

perbandingan kasus yang berhasil dan yang belum terselesaikan, serta identifikasi 

hambatan dalam penanganan kasus. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi 

konkret untuk perbaikan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media sosial. Metode penelitian 

mencakup analisis hukum normatif dan studi empiris dengan fokus pada perundang- 

undangan terkait serta implementasi kebijakan oleh lembaga penegak hukum. Melalui 

pendekatan ini, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas hukuman yang dijatuhkan 

terhadap pelaku penistaan agama, serta menilai sejauh mana kebijakan yang ada dapat 

mengatasi dinamika dan kompleksitas media sosial. 

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Media Sosial, Penistaan Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Teknologi pada era globalisasi, tidak ada lagi pembatasan ruang 

dalam aspek kehidupan. Salah satu yang mencirikan globalisasi adalah 

teknologi informasi yang dapat diperoleh manusia dengan sangat mudah, 

murah dan cepat.1 Faktor pendukung teknologi yang mendorong globalisasi 

di antaranya media internet yang menjadi pesat di seluruh masyarakat dunia. 

Akses internet bisa diperoleh mudah dan dibawa ke mana saja melalui 

seluler/Hand Phone atau juga disebut telepon cerdas (smartphone). 

Hadirnya telepon cerdas ini tentu saja dapat memudahkan manusia untuk 

berkomunikasi maupun mengakses sebuah informasi dengan cepat. 

Zaman ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial yang 

kini sering dipakai adalah instagram, twitter, dan tiktok. Ketiga aplikasi ini 

merupakan jejaring sosial yang memuat berbagai jenis konten mulai dari 

tulisan, foto hingga video. Dalam media sosial ini, setiap pengguna dapat 

bebas menyampaikan pendapatnya, pendapatnya tersebut dapat 

dilayangkan melalui konten atau komentar berupa tulisan pada konten. 

Tidak sedikit juga yang pada akhirnya terjadi perdebatan opini biasanya 

berlatar belakang pada pandangan, kebiasaan, kultur dan lain-lain. Media 

sosial sering dijadikan alat untuk perseteruan berawal atau berakhir dengan 

 

 

 

 

1 Cynantia Rachmijati, Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa 

Inggris, Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdimas), Vol.01, No.02 Juli 2018, hlm.62 
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kata-kata yang menyakitkan, vulgar atau hal yang tidak relevan lainnya. 

Pengguna media sosial dapat memberikan komentar jahat seperti kata-kata 

kasar ataupun ujaran kebencian. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di 

media sosial yaitu penistaan agama, penistaan agama ini merupakan salah 

satu bentuk tindakan menyimpang, terlepas dari tujuan pesan tersebut 

mengungkapkan perasaan dan perilaku yang mengarah pada permusuhan, 

pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, hal ini 

dapat meneyebabkan intoleransi di antara umat beragama. Selain itu 

penistaan agama sendiri dapat berisi penghinaan, penghujatan, atau 

ketidaksopanan terhadap keyakinan suatu agama yang hanya di dasarkan 

pada pendapat pribadi. Bentuk dari penistaan agama pada umumnya berupa 

tulisan, atau perkataan. 

Kasus penistaan agama yang ada di media sosial juga menjadi salah 

satu sisi negatif dari perkembangan teknologi dan informasi karena setiap 

orang dapat dengan mudahnya mengakses internet dan akun media sosial. 

Peristiwa seperti ini membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak 

untuk memastikan bahwa kata-kata tidak senonoh/penistaan agama tidak 

terjadi lagi di media sosial di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan terhadap 

tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik, khususnya 

jejaring sosial. Memfokuskan pada aspek hukum, penelitian ini akan 

menyelidiki  sejauh  mana  efektivitas  kebijakan  yang  ada  dalam 
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menanggulangi dan mencegah penyebaran konten yang dapat menistakan 

agama. 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga 

menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan keefektifan peraturan 

hukum yang ada dalam mengatasi tindak pidana penistaan agama dalam 

ranah media elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam menyusun dan merekomendasikan kebijakan yang lebih 

baik dan efektif dalam menangani permasalahan tersebut, serta menjaga 

keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap 

nilai-nilai keagamaan. Pentingnya untuk menegakan hukum guna sebagai 

alat kontrol untuk memahami objek yang dapat menjadi pedoman untuk 

mengatur dan aktivitas perilakunya. Hal tersebut menjadi tanggungjawab 

serta tantangan bagi masyarakat khususnya pemerintah dalam usaha untuk 

mencegah akan terjadinya perpecahan. 

Latar belakang ini menyoroti kompleksitas isu dan dilema yang 

melibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama 

dalam media elektronik jejaring sosial. Oleh karena itu maka peneliti 

tertarik mengambil judul skripsi tentang “KEBIJAKAN KRIMINAL 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM 

MEDIA SOSIAL”. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan 

permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi terhadap tindak pidana penistaan agama di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan 

agama melalui media sosial ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis kebijakan kriminal 

terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari 

terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari 

penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang 

dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai 

preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengemban 

khasanah ilmu hukum, menyangkut penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media 

elektronik jejaring sosial. 

b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan 

hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak 

berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini 

mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum 

khususnya hukum pidana baik materiil maupun formil. 

c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban 

akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan 

sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur 

yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas 

Nusa Putra pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

Meskipun penelitian ini termasuk kajian teoritis, 

namun penelitian ini juga senantiasa berusaha untuk 

mendekati artikulasi empirisnya. Dengan demikian, 

diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat segera 

bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan para 

pengambil kebijakan hukum dalam rangka upaya 

memperbaharui sistem pidana di Indonesia. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Demi memberikan batasan serta menghindari adanya pemahaman makna 

yang ambigu terhadap definisi atas peristilahan kunci yang digunakan dalam 

penelitian ini, kiranya penulis perlu mengemukakan sejumlah konsepsi baik 

dalam sudut pandang etimologi maupun dalam kaidah-kaidah terminologi 

hukum. Dalam penjelasan berikut, berdasarkan kaidah kebahasaan serta makna 

menurut para ahli, penulis akan mengemukakan makna sejumlah peristilahan 

kunci yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pertama teori efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif 

yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara 

pelaksanaannya. Jadi efektivitas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam 

arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai 

dengan yang di rencanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian 

dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan 

demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula 

unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga 

masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan 

apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat 

tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. 
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Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 

tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah 

metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. 

Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku 

yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris sehingga 

hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang 

sama, yang mempunyai tujuan tertentu.2 

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya “The Legal System A 

Social Science Perspective,” mengidentifikasi ada tiga indikator yang menjadi 

tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat, yakni stuktur hukum 

(legal structure), substansi hukum (legal subtence), dan budaya hukum (legal 

culture). Meskipun Lawrence hanya membahas tiga faktor, namun beliau tetap 

memiliki pandangan yang sama dengan Soerjono mengenai apakah penegakan 

hukum di masyarakat sudah efektif atau belum. Hanya saja di sini Lawrence 

meringkasnya ke dalam tiga faktor. Ketiga faktor tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain terkait sejauh mana penegakan hukum berfungsi 

dalam suatu masyarakat (negara).  Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teori efektivitas hukum menurut pandangan Lawrence M. 

Friedman. Relevansi dan alasan mengapa dalam penelitian ini mengangkat teori 

efektivitas hukum sebagai kerangka pemikiran karena sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian yang diangkat bahwasanya Peraturan Hukum 

 

2 Soerjono Soekanto, beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40. 
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Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dianggap kurang sempurna dalam 

penerapannya, terutama dalam media elektronik jejaring sosial. Hal ini perlu 

adanya pengkajian berdasarkan teori hukum yang ada, dengan begitu teori 

efektivitas hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan 

kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian penelitian ini. 

Kedua teori kepastian hukum, menurut Sudikno Mertukusumo, 

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya 

upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak 

yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai 

suatu peraturan yang harus ditaati.3 

Teori ini dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

karena suatu Peraturan mengenai penistaan agama dalam permasalahan ini 

hanya sebagai pemenuhan produk pemerintah saja dalam hal hukum yang akan 

diberlakukan, tetapi jaminan kepastian yang dibuatnya belum jelas atau tidak 

spesifik. Teori ini berkaitan juga dengan teori efektivitas hukum, karena 

keduanya berbicara mengenai regulasinya secara langsung. 

F. Metode Penelitian 

 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang nama 

lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian 

 

3 Sudikno Mertukusumo,Teori Kepastian Hukum,Mengengal Hukum Liberty, Yogyakarta,1999, 

hlm.145. 
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perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.4 

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif 

atau doktrinal. Dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau mendefinisikan bahwa 

penelitian hukum normatif/doktrinal adalah sebagai berikut: “Penelitian doktrinal 

adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur 

suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan 

menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa 

depan.5” 

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum 

tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan 

permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Pada 

penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum 

 

 

 

 

 

 

4 Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja 

Grafido Pesada, 2004, hlm. 14 
5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 32 



10 
 

 

 

 

 

 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.6 

2. Metode Pendekatan 

 

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat 

jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); 

Pendekatan ini dilakukan atas sejumlah norma dalam 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

sistem pidana Indonesia serta aturan-aturan mengenai 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama 

dalam media elektronik jejaring sosial. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); 

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, menilai dan 

meneliti  asas-asas hukum  serta teori-teori  mengenai 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama 

dalam media elektronik jejaring  sosial. Asas yang 

dimaksudkan baik yang tertulis dalam kaidah-kaidah hukum 

positif maupun yang tidak tertulis tetapi diyakini dan hidup 

dalam sosial masyarakat. 

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach); 
 

 

 

6 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006, hlm. 118. 
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Pendekatan sejarah dilakukan dengan menganalisa sejarah 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama 

dalam media elektronik jejaring sosial. 

3. Tahap Penelitian 

 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang 

desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. 

Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan 

di dalam kegiatan penelitian nantinya. 

b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan 

(literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

4. Teknik Pengumpul Data 

 

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Metode 

ini dipilih untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap 

bahan-bahan hukum tersebut. Sementara untuk bahan hukum tersier, 

penulis melakukan pencatatan ulang terhadap materi yang 

diperlukan. Sedangkan untuk bahan hukum yang berasal dari media 

online, dilakukan penyimpanan data dengan cara bookmarking dan 

saving file untuk setiap situs yang menampilkan konten yang 



12 
 

 

 

 

 

 

diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membuka 

kembali konten tersebut sewaktu-waktu sekalipun dalam keadaan 

offline (tidak terkoneksi dengan jaringan internet). 

5. Alat Pengumpul Data 

 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah 

catatan dari hasil telaah dokumen atau log book dalam pengumpulan 

data penelitian ini. 

6. Analisis Data 

 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mulai 

menganalisa pengertian-pengertian hukum serta norma-norma 

hukum. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang 

menyeluruh mengenai isi dari berbagai macam peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik 

jejaring sosial. Sementara teknik analisis yang dilakukan terhadap 

isi bahan-bahan hukum tersebut ialah dengan melakukan 

interpretasi. Kemudian melakukan penilaian dan mengevaluasinya 

sehingga diperoleh generalisasi atas kaidah-kaidah dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam 

media elektronik jejaring sosial. Teknik ini memudahkan untuk 

mengambil konklusi sebagai preskripsi atau isu hukum yang 

menjadi kajian. 
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7. Jadwal Penelitian 

 

KEGIATAN BULAN 

 1 2 3 4 5 6 

TAHAP PERSIAPAN 

Penyusunan 

 

usulan peneltian 

      

Penyusunan 

 

Seminar Proposal 

      

TAHAP PENELITIAN 

Pengumpulan 

 

Data 

      

Analisis Data       

Penulisan Skripsi       

 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing 

bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan 

penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang 

menyusun rangkaian penulisan skripsi ini: 

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar serta pedoman 

dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan 

hal-hal: A) Latar Belakang Masalah, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok 
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tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini; B) 

Identifikasi Masalah, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan yang 

sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta 

penulisan skripsi ini; C) Tujuan Penelitian, adalah uraian mengenai motivasi, 

target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; 

D) Kegunaan Penelitian, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh 

dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan; E) Kerangka Pemikiran, 

merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; F) Metode Penelitian, pada uraian 

ini dijelaskan mengenai ‘jati diri’ penelitian serta penulisan skripsi ini yang 

terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang 

digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga 

mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri; G) 

Sistematika Penulisan, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan penulisan 

hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang 

digunakan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bab II menguraikan mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial, bab ini secara 

menyeluruh menyajikan uraian tentang konsepsi teoritis, bentuk-bentuk, serta 

perkembangan asas dan realita penegakan hukum terhadap penistaan agama 

dalam media elektronik jejaring social di Indonesia. 



15 
 

 

 

 

 

 

Bab III merupakan bab yang berisi tentang data peraturan tentang tindak 

pidana penistaan agama di Indonesia dan juga data mengenai kasus yang terjadi 

di media sosial. 

Bab IV merupakan bab yang mengkaji kebijakan kriminal dan implementasi 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media 

elektronik. Dalam bab ini pula diuraikan bagaimana kebijakan kriminal 

terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik. 

Bab V sebagai bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari 

hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang 

menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang 

telah dilakukan. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan kerangka-kerangka dasar dan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam penelitian ini penulis merangkai kesimpulan sebagaimana 

berikut: 

1.  Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini pengaturan batas-batas tindak pidana penistaan agama tidak memiliki 

kriteria yang jelas dan membuat ruang penafsiran yang begitu luas dalam 

implementasinya dikarenakan sejarah terbentuknya pasal penistaan agama 

pada dasarnya adalah untuk menghindari perpecahan masyarakat karena 

suatu aliran yang dianggap menodai agama. Tidak ditentukan dengan jelas 

tindakan seperti apa yang di kategorikan sebagai penistaan agama, juga tidak 

di tentukannya hal apa saja yang menjadi unsur agama yang tidak boleh 

dinista, apakah ajarannya, ketuhanannya atau bahkan atribut dan sarana yang 

digunakan dalam menjalankan kepentingan agama tersebut hal ini juga yang 

mempengaruhi kurangnya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana 

penistaan ini. 

2. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan agama dengan 

menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) merupakan suatu usaha 

yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan 

dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi 

kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung 

berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. 
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B. SARAN 

 

Pada penelitian ini berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka penulis menyusun 2 (dua) saran dalam penelitian ini sesuai 

dengan apa yang menjadi permasalahan dan pembahasan serta kesimpulannya, 

adapun di antaranya: 

1. Mengubah Cyber Patrol menjadi unit khusus yang diatur dalam Undang- 

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani 

kejahatan tindak pidana di dunia digital dan memberikan landasan hukum 

yang kuat untuk menyelidiki, menangani, dan menuntut pelaku kejahatan di 

dunia maya dan juga menjadikan anggota Cyber Patrol memiliki kualifikasi 

dan pelatihan yang memadai dalam melakukan penegakan hukum digital. 

2. Dengan menggunakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan pada 

tindak pidana penistaan agama dalam media sosial sehingga harus di buatkan 

aturan atau pasal khusus mengatur penistaan agama, oleh karena itu penulis 

menyarankan agar pemerintah dapat merevisi pasal yang ada saat ini menjadi 

suatu aturan yang lebih rinci dan jelas mengenai tindak pidana penistaan 

agama dalam media sosial. 
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